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Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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Peraturan Presiden Republik Indonesia, antara lain:

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle ) untuk Transportasi Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 114 Tahun 2020
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 110 Tahun 2020
tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang
Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electric Vehicle ) untuk Transportasi Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain:

10

11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan
Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual
Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015
tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2022
tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak
Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2023
tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, antara
lain:

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan
Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan
Kewenangannya Beralih dari Kementerian Keuangan kepada
Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan No. 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 41 Tahun
2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan
yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Lingkup Privat

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat
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Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan
Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan
Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata
Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum
Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan atas

Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan
Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten
atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi
Keuangan

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu

Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan
Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Peraturan OJK No. 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan
Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan
Informasi Pemegang Saham Tertentu

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa
Keuangan

Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan
Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan
Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
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Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk

Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas

Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Utang

Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan
Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK)

Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten,
dan Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian
Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi secara
Elektronik

Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan
melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan
Publik

Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka

Peraturan OJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara
Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa
Keuangan

Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali
bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah
Perusahaan Pembiayaan

Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu

Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara
Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas

Peraturan OJK No. 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan
Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan




No.

Dasar Hukum

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Judul

Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka

Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik

Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material
dan Perubahan Kegiatan Usaha

Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2020 tentang Pedoman
Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang
Akuntansi

Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan

Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan OJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan
Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan
Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara
Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa
Keuangan

Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat
Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan

Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah

Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek
Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Peraturan OJK No. 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan di Bidang Pasar Modal

Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan
Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran
Corona Virus Disease 2019

Peraturan OJK No. 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan
Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali
bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut
Pengawasan di Bidang Pasar Modal
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Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran
Corona Virus Disease 2019

Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik

Peraturan OJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus
untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu
di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

Peraturan OJK No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan
Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan
Masyarakat

Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan
Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan

Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar
yang Berfluktuasi Secara Signifikan

Peraturan OJK No. 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak
Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan
Keberlanjutan

Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan
atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti
Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas
Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

Peraturan OJK No. 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi
Rekam Jejak Pelaku melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor
Jasa Keuangan

Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi
Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

Peraturan OJK No. 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis

Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan OJK No. 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
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Peraturan OJK No. 43 Tahun 2024 tentang Pengembangan
Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan,
Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Peraturan OJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan
Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura

Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik
bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga
Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Peraturan OJK No. 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan,
Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga
Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Surat Edaran OJK Republik Indonesia, antara lain:
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Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan
Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada
Konsumen dan/atau Masyarakat

Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme
Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK No. 6/SEOQJK.04/2014 tentang Tata Cara
Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau
Perusahaan Publik

Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian
Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa
Keuangan

Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan
dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.05/2015 tentang Penunjukan
Akuntan Publik, Aktuaris, dan/atau Penilai Independen sebagai
Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata
Kelola Perusahaan Terbuka

Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat
Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat
Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah

Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari
Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan
Pembiayaan

Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa
Keuangan Non-Bank

Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif
Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan
Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor
Jasa Keuangan
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Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor
Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Surat Edaran OJK No. 38/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman
Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa
Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga
Teroris dan Organisasi Teroris

Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan

Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian
Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis
Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas
Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran OJK No. 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas
Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari
Perusahaan Pembiayaan

Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas
SEOJK N0.38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran
secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan
yang ldentitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan
Organisasi Teroris

Surat Edaran OJK No. 31/SEOQJK.01/2019 tentang Pedoman
Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa
Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan
Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah

Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan
Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah

Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan
Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan
Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Surat Edaran OJK No. 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan
Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh
Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas
Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan
Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan
Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat
Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.05/2022 tentang Permohonan
Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan secara
Elektronik bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.05/2022 tentang Perubahan atas
Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian
Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
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Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK RI No. 19/SEOJK.06/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi

Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.06/2023 tentang Permohonan
Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik bagi
Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.06/2024 tentang Tata Cara dan
Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan
Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI)

Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan
Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi
Keuangan

Surat Edaran OJK No. 18/SEOQJK.08/2024 tentang Penilaian
Sendiri terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen
dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK No. 22/SEOQJK.06/2024 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Keputusan Dewan Komisioner OJK, antara lain:

Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-55/KDK.05/2022
tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa
Keuangan Nonbank

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK; sekarang OJK) dan Keputusan
Ketua Bapepam-LK, antara lain:

Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK Nomor: KEP-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik

Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 2012
tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten
atau Perusahaan Publik

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, antara
lain:

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Perubahan
Peraturan No. I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan
Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat
Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 (berlaku 1 Oktober
2022) perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi




